BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pada
faktanya dalam beberapa kasus, ternyata membawa akibat hukum
hilangnya hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka,
sehingga apabila tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai sah
atau tidaknya penetapan tersangka, bahkan kalau tidak ada
mekanisme atas sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan
sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik atau penyelidik, maka
tidak tertutup kemungkinan adanya kesewenang-wenangan dalam
penetapan tersangka yang tidak dapat diadili dan akan ada orang
yang hilang haknya tanpa dapat dilindungi secara hukum.

2. Kepastian hukum praperadilan penetapan tersangka dalam praktek
berdasarkan sudut pandang pada Putusan Mahkamah Konstitusi
yang bersifat final and binding, dan juga bersifat erga omnes, maka
tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, akan tetapi
mengikat siapapun elemen bangsa dan masyarakat Indonesia,
sehingga kekuatan pada putusan Mahkamah Konstitusi sebagai
negative legislator akan sama kuat daya ikatnya dengan undang-
undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai positive

legislator.
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B. Saran
1. Perwujudan dari pada point yang pertama adalah penguatan
Lembaga Praperadilan dengan menambah dan mempertegas
mengenai kewenangannya didalam RUU KUHAP yang sedang
dalam proses perancangan oleh DPR RI yaitu dengan memberikan
kewenangan hakim praperadilan yang bersifat pasif dan aktif,
sehingga hakim praperadilan secara professional diberi tugas
khusus melakukan kontrol dan pengawasan pada tahap pra-
ajudikasi dengan memeriksa dan memutus keabsahan atau
tidaknya penggunaan wewenang penyidik dalam melakukan upaya
paksa dan juga atas inisiatif hakim praperadilan sendiri jika
ditemukan adanya dugaan kuat bahwa suatu upaya paksa
dipergunakan secara tidak tepat dan benar, guna menjadi
penyaring perkara pidana yang layak untuk diajukan ke pengadilan,
2. Bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XI1/2014 hendaknya atau seharusnya dapat mendorong
proses dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu pada ketentuan
Pasal 77, hal ini agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam
mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan

kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
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